EF SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 26/HK.04/3309/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR : 10/HK.04-Kpt/3309/KPU-Kab/1/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIBAN UMUM KABUPATEN BOYOLALL,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 589/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan
Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Periode 201 8-2023,
vang mengesahkan pengangkatan antar waktu sandara
Muhammad Rohani sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali sampai dengan akhir jabatan Tahun
2018-2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang
meiyatakan Biro Hukum dan/atau unit keija yaiig tugas dan
fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan
dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan
dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten Boyolali Nomor : 10/HK.04-Kpt/3309/KPU-
Kab/1/2021 Tentang Pembentukan Tim DPembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

Tahun 2021.
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Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor S838);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional {Berita Negara Republik Indoncsia Tahun
2012 Nomor 82);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun?2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indoncsia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 692);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20192 Nomor 220), scbagaimana tclah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi



Menetapkan

KESATU
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Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
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dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Tungsi, Susunan Crganisasi, dan Tata Kcrja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-

Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

589/SDM.14/04/2021 tentang Pengangkatan Pengganti
Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boyolali Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN LITMLIM KARUPATEN ROYQLALI NOMOR

10/HK.04-Kpt/3309/KPU-Kab/1/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

2021.

Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2021,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
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KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

ttd.

ALl FAHRUDIN




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMGOR : 26 /HK.04/3309/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 10/HK.04-

Kpt/3309/KPU-Kab/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI

DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

NO. NAMA JABATAN DALAM JABATAN TUGAS
i DINAS DALAM TIM
1 Z 3 4 5 -
1. | Ali Fahrudin, S. H, Kefua Pembina . Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan
2. | Maya Yudayanti, S. Sos Anggota Pembina Dokunientasi dan Informasi Hukium;
3. | Siti Ulah S. Ag Angiota Pembina . Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar
4. | Pardiman S. Sos,.M. Pd Anggzota Pembina pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
| 5. | Muhammad Rohani, M. Pd.I Anggota Pembina . Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan
6. | Drs. Catur Idi Wiseno Sekretaris Pembina pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola
pemerintahan yang baik, akuntabel transparan, efisien dan
efektif.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
AR ‘TEN BOYOLALI

b Bagian Hukum,

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN




LAMPIRAN [I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 265/HK.04/3309/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 10/HK.04-
Kpt/3309/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUN. KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

NO. NAMA JABATAN DALAM DINAS JABATAN TUGAS
DALAM TIM
1 2 3 4 S
1. | Febrika Indriarti, S. H., M.H. Kepala $Sub Bagian Hukum Tim Teknis 1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
2. | Rizky Veriyanti, S. E., M. M. Kepala Sub Bagian Teknis Tim Teknis hileurn. yiusg ‘engkap an slearaf; porte. dapat dialees

secara cepat dan mudzh;

Pemilu dan Hupmas ' ‘ .
3. | Haryono Budi S, 8. E., M. M. Staf Pelaksana Pada Sub Bagian | Tim Teknis = i?ﬁ;‘gi Iéﬁﬂpg?;gg%%iglﬁkf;{unlh Hegiatan. yang
Hukum - - 3. Melaksanakan sumber daya manusia untuk
4. | Sarta Staf Pelaksana Pada Sup Bagian | Tim Teknis meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
Hukum : : : 4. Melakukan evaluasi per semester dan tahunan.
5. | Ahmad Komarun Staf Pelaksana Pada Sub Bagian | Tim Teknis
Hukum

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BCYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN



